KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA GILINGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GILINGSARI,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan darn Belanja Desa;

Menimbang : a.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

2022;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573},
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Persumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 Tahun 2021
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
260);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
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Peraturen Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor

9);
Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 96 1);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (
Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
Peraturar. Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang

~ Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa

19

20

21

22

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2020 Nornor 63);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);

Peraturan Bupati Temanggung Nemor 107 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Temariggung
Tahun 2021 Nomor 107);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Temanggung tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten

Temanggung 2021 Nomor 108);
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23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Nomor 109);

24 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Per:gelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung
Tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Nomor 111);

25 Peraturan Desa Gilingsari Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Pemerintah Desa Gilingsari (Lembaran Desa Gilingsari
Tahun 2017 Nomor 3);

26 Peraturan Desa Gilingsari Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Lembaran Desa Gilingsari Tahun 2019 Nomor 1);

27 Peraturan Desa Gilingsari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Gilingsari Tahun 2020 -
2026 (Lembaran Desa Gilingsari Tahun 2020 Nomor 7);

28 Peraturan Desa Gilingsari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Gilingsari Tahun 2022 (Lembaran Desa
Gilingsari Tahun 2021 Nomor 4);

29 Peraturan Desa Gilingsari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Gilingsari Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Desa Gilingsari Tahun 2021 Nomor 6);

30 Peraturan Desa Gilingsari Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Gilingsari Tahun 2022
Nomor 3);

31 Peraturan Desa Gilingsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Gilingsari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gilingsari

Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GILINGSARI
dan
KEPALA DESA GILINGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GILINGSARI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2022.
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Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan .Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.2 Pendapatan Transfer
1.3 Pendapa:an Lain-lain yang sah
Jumiah Pendapatan

2. Belanja Desa
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
. Bidang Tak Terduga -

Jumlah Belanja

Surplus / Defisit
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a-b)

LR LI = TR o I -

4. Sisa / Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan (SILPA) Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini

terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan keuangan, terdiri atas;

a. Laporan realisasi APB Desa;dan

b. Catatan Atas Laporan Keuangan

2. Lampiran II : Laporan realisasi kegiatan; dan

3. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang

masuk ke Desa.
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Rp. 74.911.000
Rp. 1.094.228.800
Rp. 5.079.613

Rp.1.174.219.413
Rp. 480.063.983

Rp. 335.713.000
Rp.  11.500.000
Rp. 53.290.000
Rp. 266.400.000
Rp.1.146.966.983
(Rp. 27.252.430)

Rp. 113.042.007
Rp. 0
Rp. 113.042.007
140.294.437
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Pasal 3

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Gilingsari
3 al 6 Maret 2023

Diundangkan di Gilingsari

LEMBARAN DAERAH DESA GILINGSARI TAHUN 2023 NOMOR 1
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